





1.1 Latar Belakang 
Penelitian ini diawali dengan asumsi bahwa image suatu negara 
dipengaruhi oleh bagaimana masyarakat negara lain melihat negara tersebut. 
Suatu negara dapat lebih mempromosikan image dirinya di dunia internasional 
sebagai dasar untuk membina persahabatan dan memperkuat hubungan antar 
negara.1Salah satu cara untuk mempromosikan image suatu negara ialah dengan 
diplomasi publik.  
Diplomasi publik adalah aktivitas yang disponsori oleh pemerintah untuk 
menginformasikan dan mempengaruhi opini publik negara lain. 2 Lebih lanjut, 
diplomasi publik bertujuan untuk memberikan pemahaman atas negara, sikap, 
institusi, budaya, kepentingan nasional dan kebijakan-kebijakan yang diambil 
negaranya, serta untuk mempengaruhi orang di luar negara dengan cara positif 
sehingga mengubah cara pandang orang tersebut terhadap suatu negara.3Tidak 
seperti diplomasi tradisional yang secara mendasar dapat didefinisikan sebagai 
satu upaya pelaksanaan kekuasaan untuk mencapai kepentingan di luar negeri 
dengan segala cara.4 Berbeda dengan diplomasi tradisional yang identik dengan 
pola government to government, diplomasi publik lebih mengarah kepada 
                                                     
1 Aris Heru Utomo, Diplomasi Film Tiongkok di Indonesia https://news.detik.com/kolom/-
3227400/diplomasi-film-tiongkok-di-indonesia di akses 23 febuari 2017 
2  U.S Departement of State, Dictionary of IR Terms, Washington, D.C., 1987, hal. 85. Jr. Wolf 
Charles., Rosen Brian, “Public Diplomacy, How to Think About and Improve It”, (Chicago: 
RAND Cooporation, 2004), hal. 15.   
3  “Regionalizing Culture: The Political Economy of Japanese Popular Culture in Asia” 
(University of Hawai: 2013) hal. 51-89.   
4 Roy Olton dan Jack C. Plano, “Kamus Hubungan Internasional”. Diterjemahkan oleh Wawan 
Juanda. (Jakarta: Putra A. Bardhin CV. Cetakan Kedua 1999) hal. 201 dalam Ranny Emilia, 
Praktek Diplomasi, (Padang: Baduose Media, 2013) hal.4.   
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government to people bahkan people to people yang pada dasarnya bertujuan 
untuk langsung menjangkau masyarakat. 
Banyak negara yang menggunakan diplomasi publik agar negara lain 
memiliki pemahaman yang baik terhadap negaranya. Amerika  merupakan salah 
satu negara yang menggunakan diplomasi publik untuk mendapatkan kembali 
image atau citra negaranya. Paska tragedi 9/11 terjadi dan menyebabkan Amerika 
mengeluarkan kebijakan War on Terror yang menyebabkan rusaknya citra 
Amerika di mata dunia terlebih di mata negara-negara Muslim. War on Terror 
menyebabkan islamophobia dan invasi militer Amerika ke Irak telah membuat 
kepercayaan negara-negara Muslim terhadap Amerika sebagai negara yang 
menjunjung tinggi hak azasi manusia menurun drastis.5 
Oleh sebab itu penggunaan kembali budaya populer sebagai salah satu alat 
diplomasi publik untuk memulihkan pandangan masyarakat dunia terhadap 
Amerika menjadi hal serius yang dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah 
melakukan berbagai upaya untuk menyebarkan pesan Amerika yang mencintai 
perdamaian melalui hubungan kerja sama yang dilakukan dengan musisi, artis, 
penulis maupun pembuat film.6 
Film merupakan salah satu bagian dari media yang digunakan dalam 
diplomasi publik.7Film merupakan cermin dari kebudayaan suatu bangsa karena 
film menggambarkan berbagai aspek kehidupan, realitas dan gaya hidup 
                                                     
5 U.S Departement of State, Cultural Diplomacy The Linchpin of Public Diplomacy; Report of The 
Advisory Committee on Cultural Diplomacy, (2005).   
6 Ibid.,   
7 Melissen, J. (2006) Public Diplomacy Between Theory and Practice. In: J. Noya (ed). The 
Present and Future of Public Diplomacy: A European Perspective . (California: Rand 
Corporation), hal 40 
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masyarakat suatu negara.8 Film mempunyai kemampuan untuk mengubah gagasan 
subjektif menjadi objektivitas yang rasional. Sehingga sebuah film dapat 
memberikan sentuhan, membuka pandangan dan pemikiran baru terhadap sesuatu 
hal.9 
Politik dan diplomasi pun merambah dunia industri perfilman, selain film 
disukai banyak orang dan juga sangat berpotensi mempengaruhi gaya hidup serta 
image masyarakat. Maka seringkali perfilman digunakan sebagai instrumen untuk 
menggiring pandangan masyarakat dunia terhadap suatu kebudayaan atau 
negara. 10  Hal ini , karena pemerintah secara tradisional mendukung industri 
budaya mereka di berbagai belahan dunia. Misalnya, pemerintah Amerika dengan 
mempromosikan Hollywood di Asia Timur, Eropa, dan Amerika Latin untuk 
mengeksploitasi pasar hiburan dan mempertahankan pengaruh Amerika di 
berbagai belahan dunia.11 Melalui film, Amerika membentuk image positif agar 
mendapat berbagai dukungan dari seluruh masyarakat dunia agar mereka menjadi 
penguasa dunia dengan menggunakan tameng HAM dan kebebasan.12 Hollywood 
merupakan industri film terbesar dunia, telah banyak film yang diproduksi 
Hollywood bertema politik tak selalu drama percintaan yang diproduksi. Begitu 
hal nya India dengan Bollywood. 
Bollywood merupakan dunia perfilman India yang melejit karena 
mempunyai ciri khas kebudayaan India. Perfilman India diinspirasikan oleh teks-
teks India kuno. Alur dari setiap film dibuat berdasarkan cerita dari puisi India 
                                                     
8 Walter Klinger, Hollywood movie; American`s Strereotype Philadelphia: Chelsea House 
Publishers, 2005, hal 36. 
9 Ibid.,   
10Altschull J H, Agents of power: the role of the news media in human affairs. New York: 
Longman 1995 hal 45 
11 Wang T (2005) Global Hollywood 2. London: British Film Institute. 
12 P.J. Buchanan, Suicide of a Superpower : Will America Survive to 2025?, (New York: St. 
Martin’s Press, 2011): 41-42. 
 4 
 
kuno, teater Parsi, atau teater rakyat tradisional India.13  Perang Dunia ke 2 dan 
kemerdekaan India dari Inggris tidak mempengaruhi atau memperlambat industri 
film India. Lahirnya perfilman India bertepatan dengan perjuangan nasional 
melawan kolonialisme Inggris, oleh karena itu dari perumusannya perfilman India 
terlibat dalam mendefinisikan identitas budaya India.14 
Kata Bollywood merupakan adaptasi dari Hollywood dengan 
menggunakan awalan B yang berasal dari kata Bombay (yang sekarang bernama 
Mumbai).15Istilah Bollywood merupakan nama yang tidak resmi yang ditujukan 
untuk industri film India yang populer berbahasa Hindia. Istilah ini muncul dari 
tahun 1970-an, ketika India mengambil alih kedudukan Amerika sebagai produsen 
film terbesar di dunia.16  
Pada tahun 2008 perdana menteri India, Manmohan Singh, menyatakan 
Bollywood yang merupakan industri film India akan berfungsi sebagai alat 
diplomasi abad 21.17Beliau juga mengungkapkan bahwa soft power India akan 
digunakan untuk mempengaruhi opini publik dunia dalam memandang pentingnya 
kekutan India sebagai aktor politik dan ekonomi global.18  Pernyataan tersebut 
menjadikan Manmohan Singh sebagai pemimpin India pertama yang mengakui 
pentingnya Bollywood dalam pembuatan kebijakan luar negeri.19 
                                                     
13 Just landed,“Bollywood. Origin, History, and Music”, diakses dari https://www.justlanded.com/-
english/India/India-Guide/Culture/Bollywood 
14 Shakuntala Rao, “The Globalization of Bolllywood : An Ethnography of Non-Elite Audiences in 
India”, (Routledge: New York, 2007) 
15 Bollywood Tourism, Bollywood History, diakses dari http://www.bollywoodtourism.com/bolly-
wood-history 
16 Bollywood. Origin,History, and Music”, Ibid. 
17 The Times of India,”Bollywood can be an important tool of diplomacy”  
http://articles.timesofindia.indiatimes.com/2008-06-11/india/27757269_1_soft-power-film-
industry-indian-films diakses 22 November 2016 
18 Ibid.,  
19 Azmat Rasul, Filtered Violence: Propaganda Model And Political Economy of The Indian Film 
Industry (Journal of Media Critiques [JMC] – Vol.1 No.2 December 2015) hal 81 
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Sebagai salah satu alat diplomasi India, Bollywood telah mengikuti dan 
mendukung kebijakan eksternal dan internal pemerintah India.20 Salah satunya 
dalam memperbaiki hubungan dengan Pakistan yang telah berkonflik sejak lama. 
Hal ini seperti yang dikatakan Manmohan Singh dalam pidatonya:21 
 
The soft power of India in some ways can be a very important instrument of foreign 
policy Cultural relations. India’s film industry–Bollywood i find whereever i go  in 
Middle East, in Africa-people talk about indian films. So that is a new way of influencing 
of world about the growing importance of India. Soft power is equally important in the 
new world of diplomacy. Relations between nations are after all nothing more than 
relations between their people. I am sure that time will work to heal our wounds and 
create an environment of shared prosperity and peace in the sub-continen. My “dream” 
and “vision” that one day i could have “breakfast in Amritsar, lunch in Lahore and 
dinner in Kabul” moving with ease from one country to another. Step by step initiatives 
are being taken in that direction. 
 
Sentimen perbedaan kenegaraan serta konflik yang berkepanjangan 
menjadikan sebuah tantangan terbesar dalam diplomasi India ke Pakistan. 22 
Pembentukan image bagi masyarakat yang ada di kedua negara menjadi tantangan 
tersendiri. India yang digambarkan oleh Pakistan sebagai ancaman eksistensial 
bagi Pakistan.23Pembentukan image tersebut bahkan merambah hingga kurikulum 
pendidikan di Pakistan, yang mengambarkan India sebagai negara yang pantas 
untuk dimusuhi oleh Pakistan.24 Hal ini diperkuat oleh survey yang dilakukan oleh 
Pew research dalam melihat image beberapa negara berdasarkan pandangan 
masyarakat Pakistan. 
 
                                                     
20 Baru S, “The Influence of Business and Media on Indian Foreign Policy”. (India Review 8:3, 
2009), hal 285. 
21 Anjali Gera Roy, “The Magic of Bollywood: At Home and Abroad“. (New Delhi: Sage 
Publications, 2013) hal 125   
22 Shahzad Ali, Portrayal of Muslims Characters in the Indian Movies Pakistan Journal of History 
and Culture, Vol. XXXIII, No. 1 (2012) hal 2 
23 Ibid. hal 2 
24 Ibid. hal 5 
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Bagan 1.1 Perbandingan pandangan masyarakat Pakistan terhadap 
beberapa  negara  
 




Berdasarkan survey tersebut memperlihatkan bahwa India memiliki image 
yang paling buruk dibandingkan dengan negara lain. Hal ini karena India dan 
Pakistan secara geografis berdekatan dan juga memiliki sejarah yang cukup 
panjang. Hubungan kedua negara selalu mengalami pasang surut akibat adanya 
sengketa di perbatasan Kashmir dan juga adanya ketegangan yang diakibatkan 
karena uji coba senjata militer.  
  Hal ini diperkuat dengan survey yang memperlihatkan bahwa India 
memiliki image yang militeristik sehinngga menjadi sesuatu yang dikhawatirkan 
oleh masyarakat Pakistan. Seperti yang diperlihatkan pada tabel dibawah ini: 
                                                     
25 Pew Research, “Chapter 1. Views of Pakistan ” http://www.pewresearch.org/-
view%2Bof%2Bpakistan/ diakses 22 Mei 2017 
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Tabel 1.2 Survey pandangan masyarakat Pakistan dalam penggunaan senjata 
nuklir oleh India terhadap Pakistan 
 
Sumber: Ijaz Shafi Gilani, “Following a very consistent trend since 2008, more than half Pakistanis opine that in 
case of a war between the two nations, India will use its nuclear weapons against Pakistan”. Gallup Foundation26 
Dari survey diatas dapat terlihat bahwa India digambarkan sebagai negara 
yang sangat diwaspadai karena cenderung menggunakan cara militer dalam 
menyelesaikan konflik terutama jika kedua negara ini perang oleh masyarakat 
Pakistan.  
Hal ini disebabkan hubungan bilateral antara India dengan Pakistan 
diwarnai dengan berbagai konflik atau perang. Sejarah telah mencatat berbagai 
peristiwa konflik diantara kedua negara tersebut, perang pertama antara India 
dengan Pakistan telah terjadi pada tahun 1947. 27  Pada tahun 1947 – 1948 
merupakan perang pertama antara India dengan Pakistan di wilayah sengketa 
yaitu Kashmir, melibatkan pasukan kesukuan dari “Pakistan’s North West 
Frontier Province” melakukan penyerbuan pada wilayah sengketa tersebut.28  
                                                     
26 Ijaz Shafi Gilani, “Following a very consistent trend since 2008, more than half Pakistanis opine 
that in case of a war between the two nations, India will use its nuclear weapons against Pakistan”. 
Gallup Foundation, diakses 12 Juli 2018 
27Shabnum Akhtar, “India-Pakistan Relations: challenges and Opportunities” IOSR Journal Of 




Perang kedua terjadi pada bulan April tahun 1965 sebagai akibat dari 
perselisihan antara petugas patrol batas negara di wilayah Rann of Kutch, 
kemudian skala konflik meningkat pada bulan Agustus ketika masing-masing 
tentara memasuki wilayah sengketa Kashmir. 29  Pada tahun 1971 merupakan 
perang ketiga yang terjadi di wilayah Pakistan timur. 30  Konflik tersebut 
disebabkan oleh pemerintahan Pakistan waktu itu tidak mengakui kemenangan 
dari partai yang dipimpin oleh Sheikh Mujibur Rahman dalam pemilihan 
parlemen tahun 1970 sehingga tentara Pakistan melakukan kerusuhan di Dhaka 
yang menarik keterlibatan India.31 Ketegangan diantara keduanya mulai tumbuh 
kembali ketika pada tahun 1998, India meledakkan 5 alat nuklirnya di Porkhan 
dan direspon oleh Pakistan dengan meledakkan 6 alat nuklirnya di Bukit 
Chaghai.32 
Konflik yang berkepanjangan disadari oleh kedua negara tersebut sebagai 
situasi yang merugikan sehingga dimulai upaya untuk memperbaiki hubungan 
dengan adanya beberapa perjanjian dan referendum disepakati baik oleh India 
maupun oleh Pakistan. 33  Dimulai dengan perjanjian Simla pada tahun 1972 
dimana kedua negara  harus saling menghormati tanpa mengurngi posisinya 
pada  batas yang sudah disepakati oleh kedua pihak. 34  Namun di tahun 1974 
pemerintah negara bagian Khasmir mengumumkan bahwa menurut konstituen, 
                                                     
29  Shabnum Akhtar hal 6 
30 Ibid.,  
31 Ibid., hal 7 
32 Asad Hashim, “Timeline: India-Pakistan relations” 
http://www.aljazeera.com/indepth/spotlight/kashmirtheforgottenconflict/2011/06/20116151130582
24115.html diakses 20 Mei 2017 
33 Richard Asbeck, “The India-Pakistan Reconciliation And Other Experiences In Post-Conflict 
Management”di akses http://ww.Ifri.org/Publications/publication/FP/ theindia-pakistan-
reconciliationandotherexperiencesinpost-conflictmanagement.pdf  hal 74 
34 Ibid., hal 75 
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Khasmir merupakan bagian dari wilayah India dan keputusan tersebut di tolak 
oleh Pakistan.35  
Hubungan antara India dan Pakistan pada rentang waktu 1989-1996 lebih 
diwarnai dengan gerakan-gerakan sparatis di wilayah perbatasan.36 Di tahun 1999, 
untuk pertama kalinya India dan Pakistan menandatangani sebuah kesepakatan 
bersama, untuk menegaskan kembali komitmen bersama kedua negara dalam 
Simla Accord dan melakukan sejumlah langkah-langkah apa yang dinamakan 
dengan Confidence Building Measure(CBM).37 Perjanjian tersebut dihadiri oleh 
perdana menteri masing-masing negara, yang mana India saat itu diwakilkan oleh 
PM Atal Bihari Vajpayee dan Pakistan diwakili oleh Nawaz Syarif.38 
Pada tahun 2004 India dibawah Perdana Menteri Manmohan Singh 
mengubah kebijakan luar negeri dengan cara yang cukup berbeda dibandingkan 
pendahulu sebelumnya salah satunya dalam menjalin hubungan dengan negara 
Pakistan.39  Dalam kebijakan luar negeri tersebut India fokus pada normalisasi 
hubungan dengan Pakistan; dan, peningkatan kerjasama dengan negara-negara 
Selatan. 40 Tujuan utama Singh untuk meningkatkan lingkungan global dan 
regional dalam mempertahankan proses pertumbuhan dan pembangunan negara 
                                                     
35 Richard Asbeck, hal 77 
36 Ibid., hal 79 
37 Stimson,“Cinfidence-Building And Nuclear Risk-Reduction Measure In South Asia”. Diakses 
melalui http://www.stimson.org/research-pages/confidence-building-measures-in-south-asia-/. 
diakses 22 Mei 2017 
38 Ibid., 
39 Sanjaya Baru, India and the World – Economics and Politics of the Manmohan Singh Doctrine 
in Foreign Policy (ISAS Working Paper, 2008) hal 3 
40 Ibid., hal 5 
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India.41 Hal ini tercantum pada point ke 3 dari 4 elemen kebijakan luar negeri 
yang dicanangkan oleh Manmohan Singh pada masa pemerintahannya yaitu:42  
1. Mengubah pengaruh India dalam ekonomi global sebagai faktor penentu 
dalam urusan global. 
2. Memperkenalkan peluang yang tersedia di India sebagai bentuk  
konsekuensi dari pertumbuhan ekonomi dan keterbukaan, untuk 
memperbaiki hubungan dengan semua kekuatan-kekuatan besar. 
3. Memperbaiki dan menjalin hubungan yang baik dengan negara tetangga 
melalui pendekatan baru yang berdasarkan pada globalisasi.  
4. Memperkenalkan India sebagai masyarakat dan ekonomi terbuka dalam 
membangun jembatan dengan dunia yang berdasarkan pada demokrasi, 
liberal, plural dan sekuler. 
Dari penjabaran ini dapat terlihat bahwa salah satu yang menjadi fokus 
dari Manmohan Singh adalah menjalin hubungan yang baik dengan negara 
tetangga, salah satunya Pakistan. Hal ini menunjukan bahwa India memiliki sikap 
yang menunjukan ingin memperbaiki hubungan dengan Pakistan yang telah 
berselisih cukup lama. 
Keseriusan Manmohan Singh dalam menjalankan pendekatan baru dalam 
menjalin hubungan dengan negara lain dengan didirikan Kementerian Luar Negeri 
Divisi Diplomasi Publik pada bulan Mei 2006.43  Hal ini dengan tujuan untuk 
memperkenalkan dan mempengaruhi opini global dan domestik mengenai isu-isu 
                                                     
41 Sanjaya Baru, hal 13  
42 C. Raja Mohan, “Rethinking India’s Grand Strategy”, in N S Sisodia & C Uday Bhaskar (Ed.) 
Emerging India: Security and Foreign Policy Perspectives, IDSA and Bibliophile South Asia, New 
Delhi & Chicago, 2005. 
43 The Times of India,“India Launches Public Diplomacy Office” http://timeofindia.indiatimes-
.com/articleshow/1517855.cms. diakses 20 juni 2017 
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kebijakan penting dan memproyeksikan citra negara yang lebih baik dengan 
meningkatkan posisi India di tingkat internasional.44Selain itu untuk menyadarkan 
dan memengaruhi masyarakat, media dan para ahli dalam menciptakan 
pemahaman tentang sikap pemerintah terhadap isu-isu rumit.45 
Salah satu langkah tersebut dengan mulai beredarnya film-film Bollywood 
di Pakistan pada tahun 2006, hal ini sangat disambut baik oleh masyarakat 
Pakistan, dan budayawan kedua negara. 46 Menteri Informasi Pakistan Sheikh 
Rashid Ahmed, mengatakan pihaknya secara prinsip telah setuju pemutaran 
Bollywood, Persetujuan Pemerintah Pakistan untuk penayangan sebuah film India 
itu menjadi catatan sejarah tersendiri setelah penerapan peraturan ketat yang 
melarang penayangan film-film India di Pakistan yang telah berlangsung sejak 
lama.47 
Baru dua tahun menjalin hubungan baik, konflik muncul kembali pada 
tahun 2008, di mana terjadi teror terhadap Mumbai. Aksi teror ini memakan 
korban sekitar 179 orang tewas. 48 India menuding adanya keterlibatan pihak 
Pakistan di dalam kasus ini.49Hal ini membuat masyarakat Pakistan menginginkan 
pemerintah untuk memboikot kembali masuknya film-film Bollywood ke 
Pakistan. 50 Masalah ini menjadi hal yang menarik untuk dibahas jika ditinjau 
kembali mengenai diplomasi publik India melalui Bollywood dalam menjalin 
hubungan antara India dan Pakistan. 
                                                     
44 The Times Of India, “Indian Launches Public Diplomacy” 
45 Ibid., 
46 Ahsan Akhtar Naz, Effects of Indian movies related to Kashmir issue on Pakistani youths, 
http://www.academicjournlas.org/JMCS  diakses 9 agustus 2016, hal 5 
47 Ibid.,  
48 “Kronologi Serangan Teroris di Mumbai”  http://news.detik.com/berita/1044480/kronologi-
serangan-teroris-di-mumbai diakses 19 Mei 2017 
49 Ibid., 
50 Ahsan Akhtar Naz 
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1.2 Rumusan Masalah 
Dinamika hubungan yang terjadi selama ini antara India dan Pakistan 
merupakan sesuatu yang masih belum bisa diselesaikan hingga saat ini. Selain 
perebutan wilayah Kashmir, berbagai isu pun ikut muncul yang membuat 
hubungan antara kedua negara ini semakin sulit untuk diselesaikan. Meskipun 
berbagai upaya penyelesaian telah dilakukan, konflik yang terjadi antara India dan 
Pakistan belum bisa diselesaikan secara damai. Hal ini membuat India melakukan 
perubahan dalam kebijakan luar negeri dilakukan oleh Manmohan Singh. Dimana 
salah satunya kebijakannya adalah memperbaiki dan menjalin hubungan yang 
baik dengan negara tetangga melalui pendekatan baru. Salah satu pendekatan baru 
untuk dapat meredam dan memperbaiki permasalahan ini adalah melalui 
diplomasi publik dalam hal ini menggunakan film Bollywood yang diakui telah 
menjadi salah satu soft power India. Namun, persoalannya adalah bagaimana 
diplomasi publik pemerintah India melalui Industri Bollywood mampu untuk 
meredam konflik yang terjadi hal ini yang akan dibahas pada penelitian ini. 
1.3 Pertanyaan Penelitian 
 Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, pertanyaan penelitian 
yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah, “bagaimana upaya diplomasi 
publik pemerintah India melalui industri Bollywood ke pakistan”? 
1.4 Tujuan Penelitian 
 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya diplomasi 
publik India melalui industri Bollywood ke pakistan. 
1.5 Manfaat Penelitian 
Penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai: 
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1. Untuk mengetahui bagaimana diplomasi publik dapat digunakan dalam 
mempengaruhi images negara. 
2. Menambah referensi dan kepustakaan Ilmu Hubungan Internasional dalam 
bidang kajian diplomasi publik karena dapat dilihat bahwa diplomasi 
publik merupakan upaya yang lebih memiliki efek dalam mempengaruhi 
masyarakat dan kebijakan negara dibandingkan dengan upaya lainnya 
yang menggunakan hard power. 
3. Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat dan sumbangsih bagi negara, 
terutama kedutaan-kedutaan besar serta organisasi besar lainnya dalam 
melakukan diplomasi publik. 
1.6 Tinjauan Pustaka 
Untuk menganalisis judul yang diangkat, peneliti berusaha untuk mencari 
acuan pada beberapa kajian pustaka yang dianggap relevan dengan penelitian ini. 
Penelitian-penelitian sebelumnya akan menjadi tolak ukur dan landasan bagi 
penulis dalam mengembangkan ruang lingkup penelitian. 
Untuk menganalisis judul yang diangkat, peneliti berusaha untuk mencari 
acuan pada beberapa kajian pustaka yang dianggap relevan dengan penelitian ini. 
Penelitian-penelitian sebelumnya akan menjadi tolak ukur dan landasan bagi 
penulis dalam mengembangkan ruang lingkup penelitian. 
Kajian pertama dari Azmat Rasul dengan judul “Filtered Violence: 
Propaganda Model And Political Economy of The Indian Film Industry”51. Jurnal 
ini membahas tentang perkembangan industri film di India dalam mengurangi isu 
kekerasan dengan menggunakan konsep propaganda model dari  Noam Chomsky 
                                                     
51 Azmat Rasul, Filtered Violence: Propaganda Model And Political Economy of The Indian Film 
Industry, Journal of Media Critiques [JMC] – Vol.1 No.2 December 2015 
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dan Herman.   
Jurnal ini membahas relevansi Herman dan Chomsky Model propaganda 
sebagai kerangka kerja untuk analisis dan analisis film Bollywood berdasarkan 
cerita kekerasan dalam perang dan perdamaian kali. Artikel ini membahas 
hubungan dengan aparat negara India yang mempengaruhi proses produksi di 
industri film India dengan menyediakan bantuan keuangan dan menerapkan 
tekanan politik, sosial, ekonomi, dan ideologi (filter). Penelitian ini juga ditopang 
pandangan bahwa bisnis media adalah penerima langsung dari kebijakan 
pemerintah dan pengelola media korporasi diupayakan untuk mempertahankan 
hubungan dekat dengan pejabat pemerintah untuk melindungi kepentingan 
ekonomi mereka. 
Namun dalam jurnal ini tidak membahas film India secara lebih spesifik 
sehingga film sebagai alat propaganda sebuah Negara belum bisa dijelaskan 
secara sempurna. Peneliti ini hanya memaparkan beberapa contoh film dalam 
kerangka kerja propaganda namun belum secara mendetail. 
Kajian yang kedua dari Romesh Chaturvedi dalam jurnal yang berjudul 
Coalition between Politics & Entertainment in Hindi Films: A Discourse 
Analysis.52 Jurnal ini membahas tentang relasi antara industry film India dalam 
mencapai kepentingan negara india sendiri. Dan juga menganalisis film terhadap 
hubungannya sebagai hiburan dan politik. Karena baik itu lembaga keuangan 
maupun investor tentu mencari investasi yang aman dan mengurangi potensi 
kerugian yang sangat besar untuk itu pemasaran film India tidak hanya melalui 
bioskop yang hanya bisa dijangkau oleh menengah ke atas tetapi juga dapat di 
                                                     
52 Romesh Chaturvedi, Coalition between Politics & Entertainment in Hindi Films: A Discourse 
Analysis 2015  
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lihat oleh menengah ke bawah melalui siaran nasional misalnya. 
Kajian ketiga dari Kathleen M. Erndl dalam jurnal yang berjudul 
“Religious and National Identity in My Name is Khan”. 53  Dalam jurnal ini  
membahas bagaimana film my name is khan mampu mempresentasikan muslim 
dan india secara universal paska terjadinya kasus teroris di mumbai pada tahun 
2008. Jurnal ini melihat film my name is khan melalui visual, teks filmis dengan 
penekanan pada niat kepenulisan dari sutradara, penulis skenario, sinematografer, 
music director, dan aktor. 
Dalam jurnal ini peneliti akan melihat bagaimana film mampu 
memberikan pengaruh kepada masyarakat banyak. Melalui proses untuk 
memperlihatkan rasa kesatuan masyarakat India paska terjadinya kasus teroris 
tersebut. Hal ini dapat dijadikan referensi peneliti peneliti dalam membahas 
tentang pengaruh sebuah film khususnya film Bollywood.  
Kajian keempat dari Shahzad Ali dalam jurnal yang berjudul “Portrayal of 
Muslims Characters in the Indian Movies”.54 Dalam jurnal ini membahas tentang 
bagaimana pandangan india mengenai muslim (islam) melalui film india. 
Meskipun film india sering muncul untuk penonton yang memiliki minat dalam 
cerita romantis, namun sebenarnya produksi ini banyak lapisan dan memiliki 
makna yang mendasar. Dengan demikian, isu-isu kontroversial seperti konflik 
agama antara Muslim dan Hindu dan konflik internasional antara India dan 
Pakistan juga subjek film Bollywood. Penelitian ini menjelaskan keberpihakan 
India karena mereka menggambarkan Muslim dan Pakistan di film mereka 
                                                     
53 Kathleen M. Erndl, Religious and National Identity in My Name is Khan, Journal of Religion & 
Film: Vol. 20: Iss. 1, Article 5. (2016) 
54Shahzad Ali, Portrayal of Muslims Characters in the Indian Movies Pakistan Journal of History 
and Culture, Vol. XXXIII, No. 1 (2012) 
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sebagai teroris dan orang-orang yang berpikiran negatif. 
Pendapat, parnyataan maupun pemaknaan yang media ungkapkan tesebut 
akan beragam dengan pengaruh dari kepentingan, ideologi, sejarah yang berbeda-
beda tentang Islam. Media merupakan salah satu alat yang paling efektif dalam 
melakukan komunikasi politik. Karena media memiliki kekuatan dalam 
membentuk opini para penikmatnya sesuai dengan apa yang diarahkan oleh 
pelaku politik yang menggunakan media tersebut. Seperti yang dikonsepkan 
postmodern yang menjelaskan bahwa, siapa yang dapat menguasai media, maka ia 
akan dengan mudah menguasai publik, sehingga akan mudah pula memperoleh, 
menjalankan, dan mempertahankan kekuasaan yang ada. 
Kajian yang kelima dari  Anjali Gera Roy, “The Magic of Bollywood: At 
Home and Abroad”.55 Dalam buku ini penulis menjelaskan film sebagai suatu 
sarana hiburan yang mampu memberikan hal menyenangkan kepada para 
penonton. Dimana film menggambarkan baik dan buruk, pertemenan dan 
permusuhan, pemikiran manusia yang menarik khalayak ramai. Dalam hal ini 
penulis menjelaskan hubungan Bollywood sebagai sebuah soft power India. 
Bollywood telah mempresentasikan dengan baik dalam menegakkan proyek 
negara India yang masih murni akan nilai pada sekularisme, perdamaian dan 
harmoni komunal, serta kritik terhadap lingkungan social dan ekonomi. Penulis 
menekankan hubungan antara kondisi saat ini dan proyek global dan potensi 
Bollywood sebagai soft power dalam mewujudkan kepentingan India. 
Dalam buku ini peneliti melihat bagaimana proses perkembangan film 
Bollywood yang pada awalnya hanya terkenal di beberapa negara saja hingga 
                                                     




sukses menjadi produksi film terbesar di dunia yang bersaing dengan Hollywood. 
Buku ini juga menjelaskan bagaimana respon masyarakat dunia akan munculnya 
film Bollywood salah satunya Pakistan yang akan peneliti bahas pada penelitian 
ini serta bagaimana kepentingan India mampu dipresentasikan melalui film.  
1.7 Kerangka Teori dan Konseptual 
1.7.1 Diplomasi 
Kata diplomasi diyakini berasal dari kata Yunani yaitu diploun yang 
berarti melipat. Menurut Nicholson, pada masa kekaisaran Romawi semua paspor 
yang melewati jalan milik negara dan surat-surat jalan dicetak pada piringan 
logam dobel, dilipat dan dijahit jadi satu dalam cara yang khas. Surat jalan ini 
disebut diplomasi. Selanjutnya inilah yang berkembang dan menyangkut 
dokumen resmi yang bukan logam, khususnya yang menyangkut perjanjian 
dengan suku bangsa asing yang di luar bangsa Romawi. Isi surat resmi negara ini 
dikumpulkan, disimpan menjadi arsip, yang berhubungan dengan hubungan 
internasional dikenal pada jaman pertengahan sebagai diplomaticus atau 
diplomatique. 56 
Para pakar memberikan pengertian yang berbeda terhadap kata diplomasi. 
Menurut The Oxford English Dictionary, diplomasi adalah manajemen hubungan 
internasional melalui negosiasi, yang mana hubungan ini diselaraskan dan diatur 
oleh duta besar dan para wakil; bisnis atau seni para diplomat. Sir Ernest Satow 
dalam karyanya yang berjudul A Guide to Diplomatic Practice mendefinisikan 
diplomasi sebagai berikut “Diplomacy is the application of intelligence and tact to 
                                                     
56 Sir Ernest Satow, 1961, A Guide to Diplomatic Practice, Edited by Sir Neville Bland, Longman 
dalam Suwardi Wiriatmajda, Pengantar Ilmu Hubungan Internasional, (Surabaya: Pustaka Tinta 
Mas, 1967), 164.   
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the conduct of official relation between the governments of independent 
states”,57dengan artian bahwa diplomasi sebagai aplikasi intelligen dan taktik 
untuk menjalankan hubungan resmi antara pemerintahan yang berdaulat, yang 
bisa saja diperluas dengan hubungan dengan negara jajahannya.  
Pakar lain yang juga memberikan pandangan tentang diplomasi adalah 
Barston, menurutnya diplomasi adalah manajemen hubungan antar negara dengan 
aktor-aktor hubungan internasional lainnya. Negara melalui perwakilan resmi dan 
aktor-aktor lain berusaha untuk menyampaikan, mengoordinasikan dan 
mengamankan kepentingan nasional yang dilakukan melalui korespondensi, 
pembicaraan tidak resmi, saling menyampaikan cara pandang, lobby, kunjungan 
dan aktivitas-aktivitas lainnya yang terkait.58 Tujuan utama dari diplomasi adalah 
memajukan kepentingan nasional melalui sarana perdamaian.59 Secara khususnya 
diplomasi bertujuan untuk mengubah sikap dan tingkah laku lawan dari sebuah 
negara.60 
Untuk mencapai tujuan-tujuan utama tersebut harus menggunakan cara-
cara yang tepat. Cara-cara dalam diplomasi untuk mencapai tujuan-tujuan itu 
terdapat tiga macam, yaitu persuasi, kompromi dan ancaman kekuatan senjata 
atau militer. Kolaborasi dari tiga hal ini yang tidak bisa dipisahkan dari 
pencapaian tujuan yang dimaksud, yaitu dengan menggunakan metode persuasi 
                                                     
57 R.P. Barston, Modern Diplomacy, N.Y: Longman dalam Sukawarsini Djelantik, 2008, 
Diplomasi Antara Teori dan Praktek, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 1997), 4.   
58 Hans J. Morgenthau, Politik Antar Bangsa, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1991), hal 296.   
59 Sukawarsini Djelantik, Diplomasi Antara Teori dan Praktek, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008), 




bisa memanfaatkan keuntungan-keuntungan dari kompromi dan memberikan 
kesan pihak lawan kekuatan militer yang dimiliki.61  
Cara-cara persuasi merupakan cara-cara meyakinkan dan membujuk serta 
mengajak secara lunak dan tanpa ada unsur kekerasan dengan memberikan alasan 
dan prospek baik yang meyakinkan agar sikap, tindakan dan kebijakan negara lain 
terpengaruh dan berubah. 62  Sedangkan cara-cara kompromi adalah cara 
penyelesaian dalam suatu perselisihan dengan jalan persetujuan antara pihak-
pihak yang bersangkutan dengan cara mengorbankan sebagian dari tuntutan 
masing-masing, ataupun tawar menawar, bekerja sama dan 
kongkalikong. 63 Sedangkan cara diplomasi yang terakhir adalah ancaman, 
merupakan cara mempengaruhi negara lain melalui kekerasan baik langsung 
maupun tidak langsung dalam berbagai hal dan bidang.  
Sukawarsisni Djelantik juga memandang bahwa diplomasi pada dasarnya 
dipergunakan untuk mencapai kesepakatan, kompromi dan penyelesaian masalah 
dimana tujuan-tujuan pemerintah saling bertentangan. Diplomasi dapat 
diselenggarakan dalam pertemuan khusus atau konferensi umum. Diplomasi 
berupaya untuk mengubah kebijakan, tindakan tujuan, dan sikap pemerintah 
negara lain dan diplomat-diplomatnya melaui persuasi, menawarkan penghargaan, 




                                                     
61 Ibid.  
62 B.N. Marbun, Kamus Politik, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2007), 388.   
63 Ibid., hal 257   
64 Ibid., Sukawarsisni Djelantik hal 4.   
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1.7.2 Diplomasi Publik 
Diplomasi publik dimaknai sebagai proses komunikasi pemerintah 
terhadap publik mancanegara yang bertujuan untuk memberikan pemahaman atas 
negara, sikap, institusi, budaya, kepentingan nasional, dan kebijakan -kebijakan 
yang diambil oleh negaranya.65 Jay Wang melihat diplomasi publik sebagai suatu 
usaha untuk mempertinggi mutu komunikasi antara negara dengan masyarakat. 
Dampak yang ditimbulkan meliputi bidang politik, ekonomi, sosial, dan dalam 
pelaksanaannya tidak lagi dimonopoli oleh pemerintah. 66  Sementara itu, Jan 
Mellisen mendefinisikan diplomasi publik sebagai usaha untuk mempengaruhi 
orang atau organisasi lain di luar negaranya dengan cara positif sehingga 
mengubah cara pandang orang tersebut terhadap suatu negara.67  
Diplomasi publik diartikan sebagai usaha yang dilakukan pemerintah suatu 
negara untuk mempengaruhi publik atau opini negara lain dengan tujuan 
menyusun target kebijakan untuk menghasilkan keuntungan. 68  Terdapat proses 
komunikasi dalam diplomasi publik yang berguna untuk membangun hubungan 
internasional positif sehingga terciptalah kesepahaman terhadap negara tertentu 
dalam membangun citra nasional yang baik. 69 Diplomasi publik tidak hanya 
berfungsi sebagai media sosialisasi, namun juga untuk menciptakan informasi dua 
                                                     
65 Wang, J. Public Diplomacy and Global Business. The Journal of Business Strategy. hal 49 
66 Ibid., hal 50  
67 Melissen, J. (2006) Public Diplomacy Between Theory and Practice. In: J. Noya (ed). The 
Present and Future of Public Diplomacy: A European Perspective . (California: Rand 
Corporation), hal 43 
68 Evan H. Potter, Ph.D, “Discussion Papers in Diplomacy: Canada and the New Public 
Diplomacy”, hal.3, 
http://www.clingendael.nl/sites/default/files/20020700_cli_paper_dip_issue81.pdf, (diakses 5 
Februari 2016) 
69 Dennis .F. Kinsey, Ph.D dan Myojung Chung, “National Image of South Korea: Implications for 
Public Diplomacy”, hal 2, 
http://surface.syr.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1031&context=exchange, (diakses pada 6 
Januari 2017).  
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arah. Informasi dua arah ini maksudnya untuk mengetahui bagaimana respon yang 
diberikan oleh masyarakat dari negara asing tersebut guna melakukan pendekatan 
yang lebih baik serta melakukan revisi pada kebijakan luar negeri.70  
Berdasarkan semua definisi itu, dapat dikatakan bahwa diplomasi publik 
berfungsi untuk mempromosikan kepentingan nasional melalui pemahaman, 
menginformasikan, dan mempengaruhi publik di luar negeri. Karenanya, 
diplomasi publik merupakan salah satu instrumen soft power. 71 Sebagai salah satu 
instrumen soft power perkembangan diplomasi publik tergolong pesat. Pesatnya 
perkembangan ini dipicu oleh kenyataan bahwa upaya -upaya yang dilakukan oleh 
pemerintah dalam diplomasi jalur pertama dianggap telah gagal mengatasi konflik 
-konflik antarnegara.72  
Diplomasi publik tidak lantas menggantikan diplomasi jalur pertama itu, 
tetapi melengkapi upaya -upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam diplomasi 
tradisional.73 Idealnya, diplomasi publik harus membuka jalan bagi negosiasi yang 
dilakukan antarpemerintah, memberi masukan melalui informasi-informasi 
penting, dan memberikan cara pandang yang berbeda terhadap suatu masalah.74 
Untuk itu, diperlukan kerjasama aktor negara dan non-negara yang ditujukan 
untuk meningkatkan nilai tawar pemerintah. Aktor non-negara ini dapat interaksi 
dengan rekanan mereka dalam mempengaruhi, memberikan masukan, dan 
menerapkan kebijakan luar negeri. 
                                                     
70 Nicholas J. Cull.CP, “Perspective on Public Diplomacy: Lessons From The Past”, Los Angeles: 
Figueroa Press, 2013, hal 12-13, 
(http://uscpublicdiplomacy.org/sites/uscpublicdiplomacy.org/files/legacy/publications/perspectives
/CPDPerspectivesLessons.pdf 
71 Ibid., hal 45 
72 Ibid., hal 46 
73 Ibid., hal 56 
74 Ibid., hal 56 
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Berbeda dengan diplomasi konvensional yang identik dengan pola 
government to government, diplomasi publik lebih mengarah kepada government 
to people bahkan people to people yang pada dasarnya bertujuan untuk langsung 
menjangkau masyarakat. Dalam artikel Foreign Policy pada tahun 200275, Mark 
Leonard menyebutkan ada empat tujuan diplomasi publik di abad ke 21 ini, yaitu : 
1. Mempengaruhi sikap masyarakat, meningkatkan dukungan masyarakat 
terhadap sebuah negara 
2. Meningkatkan hubungan dengan suatu negara, baik dalam bidang 
pendidikan, pariwisata, atau budaya dari sebuah negara yang dapat diadopsi 
dan bisa dipahami 
3. Meningkatkan rasa apresiasi, menciptakan pandangan atau image positif 
dengan membuat masyarakat melihat sebuah negara atau sebuah isu dari 
sudut pandang negara tersebut 
4. Meningkatkan rasa keakraban, mengubah image atau citra sebuah negara di 
mata masyarakat. 
Dalam bukunya yang berjudul Public Diplomacy : Lesson From The Past, 
Nicholas J. Cull juga membagi aktivitas diplomasi publik ke dalam lima kategori 
dan sumber dari diplomasi publik itu sendiri. Aktivitas-aktivitas tersebut adalah76  
1. Listening 
Listening merupakan sebuah elemen atau bentuk dasar dari diplomasi 
publik, karena pelaksanaan keempat elemen lainnya akan berlandaskan kepada 
                                                     
75 Kristen Bound et al. Cultural Diplomacy (London: Demos, 2007) 3. 
76 Nicholas J. Cull. CPD Perspective on Public Diplomacy: Lessons From The Past, (Los Angeles: 
Figueroa Press, 2013): hal 25. 
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listening. Listening merupakan suatu usaha dari sebuah aktor (biasanya aktor 
negara) untuk mempengaruhi lingkungan internasional dengan cara 
mengumpulkan dan menyusun data mengenai masyarakat luar negeri serta 
pemikiran dan opini mereka terhadap aktor tersebut, kemudian menggunakan 
data-data tersebut untuk mengarahkan kebijakan atau pendekatan yang sesuai 
untuk diplomasi publik yang lebih luas. Cull juga menyebutkan bahwa listening 
merupakan bentuk diplomasi publik jangka pendek, namun dalam beberapa 
kasus hal ini bisa dikategorikan sebagai diplomasi publik jangka panjang. 
Pengaruh diplomasi publik berupa listening dapat dilihat ketika sebuah 
kebijakan diplomasi tersebut oleh masyarakat serta mendapat tindak lanjut dari 
pembuat kebijakan itu sendiri. Dengan kata lain bertujuan untuk mendapatkan 
timbal balik agar dapat dijadikan evaluasi terhadap kebijakan diplomasi dengan 
skala yang lebih luas. 
2. Advocacy 
Dalam istilah diplomasi publik, advokasi bisa diartikan sebagai sebuah 
usaha dari aktor untuk mempengaruhi lingkungan internasional dengan cara 
melakukan sebuah kegiatan komunikasi internasional dalam upaya untuk 
mempromosikan dan memberitahukan kebijakan, ide-ide atau kepentingan aktor 
tersebut kepada masyarakat asing di dunia. Biasanya bentuk advokasi ini berupa 
tulisan-tulisan yang diterbitkan oleh kedutaan-kedutaan. Bentuk diplomasi 
publik ini juga dapat ditemukan dalam tiga bentuk diplomasi publik lainnya, 
yaitu dalam cultural diplomacy, exchange diplomacy, dan international 
broadcasting. Bentuk diplomasi publik berupa advokasi ini merupakan bentuk 
diplomasi publik jangka waktu pendek. 
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3. Cultural Diplomacy 
Diplomasi kebudayaan merupakan suatu usaha dari sebuah aktor untuk 
mempengaruhi lingkungan internasional melalui penyebaran sumber-sumber 
kebudayaannya yang terkenal di seluruh dunia, juga pencapaian-pencapaiannya 
dalam bidang apapun. Bentuk diplomasi publik ini merupakan bentuk diplomasi 
publik jangka panjang, dan dilakukan dengan membuka perpustakaan serta 
pusat-pusat kebudayaannya di negara lain. Cull juga menyebutkan biasanya 
pembukaan pusat-pusat kebudayaan dan perpustakaan tersebut juga 
menyertakan pertukaran pelajar sebagai program dari pusat-pusat kebudayaan 
tersebut. 
4. Exchange Diplomacy 
  Bentuk diplomasi publik ini dilaksanakan melalui pertukaran pelajar 
antarnegara yang dilaksanakan dalam waktu yang telah ditentukan sebelumnya. 
Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, exchange diplomacy ini sering 
dilaksanakan bersamaan dengan diplomasi kebudayaan, di mana pusat-pusat 
kebudayaan tersebut juga memiliki program pertukaran pelajar yang 
disampaikan kepada pengunjungnya. Bentuk diplomasi publik exchange 
diplomacy ini merupakan bentuk diplomasi jangka panjang, di mana negara atau 
aktor yang mengadakan program tersebut akan melaksanakan pertukaran pelajar 
secara rutin dan berkala. 
5. International Broadcasting 
International broadcasting (IB) merupakan suatu usaha dari sebuah aktor 
untuk mempengaruhi lingkungan internasional melalui teknologi media massa 
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seperti radio, televisi, media cetak, dan internet untuk menjangkau masyarakat 
asing. Tidak hanya perusahaan-perusahaan penyiaran internasional yang 
didanai oleh pemerintahnya yang dianggap sebagai agen diplomasi publik ini, 
namun juga perusahaan-perusahaan penyiaran internasional swasta/komersil 
dapat dikatakan sebagai agen diplomasi publik meskipun tidak secara langsung 
setuju untuk membantu diplomasi publik yang dijalankan pemerintahnya. Hal 
ini dikarenakan bagaimanapun, perusahaan-perusahaan penyiaran 
swasta/komersil tersebut juga mampu untuk mempengaruhi masyarakat asing. 
Bentuk diplomasi publik ini merupakan bentuk diplomasi publik dengan jangka 
waktu menengah, dan penggunaannya pun juga sering terlihat pada bentuk 
diplomasi publik lainnya. 
Berdasarkan penjelasan pada kerangka konsep, penulis akan menganalisis 
dari program-program diplomasi publik India melalui Bollywood di Pakistan 
dengan memakai pendekatan yang dijelaskan oleh Nicholas J. Cull. Pada 
akhirnya, akan terlihat bagaimana diplomasi publik yang digunakan oleh India. 
1.8 Metodologi Penelitian 
1.8.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian 
Pendekatan penelitian yang digunakan bersifat kualitatif. Menurut Strauss 
dan Corbin yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah jenis penelitian 
yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan 
menggunakan prosedur-prosedur statistik atau cara-cara lain dari kuantifikasi 
(pengukuran).77  
                                                     
77  Jane Ritchie and Jane Lewis, Qualitative Research Practice: A Guide for Social Science 
Students and Researchers (London: Sage Publications, 2003), hal 3. 
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Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif yang 
menggunakan data-data yang dikumpulkan dar berbagai macam sarana. Penelitian 
kualitatif berusaha membangun realitas dan memahami realitas tersebut sehingga 
penelitian ini sangat memperhatikan proses, peristiwa dan otentisitas. 78 Dalam 
penelitian ini akan diidentifikasi dan dijelaskan mengenai dalam proses terjadinya 
diplomasi publik yang terjadi antara India ke Pakistan melalui industri 
Bollywood. 
1.8.2  Batasan Penelitian 
Agar penelitian ini tidak meluas dari apa yang telah dirumuskan, penulis 
membatasi pada gambaran dan analisis tentang Peran Pemerintah India Melalui 
Industri Bollywood Dalam Mempengaruhi Konflik India Pakistan dari tahun 2008 
sampai 2014. Tahun 2008 digunakan sebagai awal penelitian dikarenakan adanya 
kebijakan pemerintah India terkait pengguanaan industri film Bollywood sebagai 
soft power pemerintah India. Sedangkan tahun 2014 menjadi akhir dari batasan 
penelitian karena pada tahun tersebut masa perdana mentri Manmohan Singh 
berakhir, dimana pada masa periode kepemipinannya penggunaan Bollywood 
sebagai sebuah soft power lebih terlihat. 
1.8.3 Unit dan Tingkat Analisis 
Unit analisis merupakan objek kajian yang perilakunya akan dijelaskan, 
dideskripsikan dan dianalisis.  Sementara itu, unit eksplanasi merupakan unit yang 
dapat mempengaruhi perilaku unit analisis. Kedua variabel ini saling 
mempengaruhi, atau secara umum variabel independen dikenal sebagai variabel 
penyebab dan variabel dependen dikenal sebagai variabel akibat. Selanjutnya, 
                                                     
78 Ibid.  
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level analisis atau tingkat analisis merupakan tingkat atau posisi dari unit yang 
dijelaskan. Level analisis akan membantu peneliti dalam menjelaskan area 
penelitian yang akan dijelaskan.  Dari penjelasan diatas, unit analisa penelitian ini 
adalah negara India. Sementara itu yang menjadi unit eksplanasinya adalah 
Pakistan dan tingkat analisanya berada pada level negara yaitu India. 
1.8.4 Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini berupa studi kepustakaan 
dengan mempelajari penelitian atau informasi-informasi yang terkait pada isu 
yang dalam penelitian. Data yang diperoleh dalam penelitian ini berupa data 
primer dan data sekunder. Data primer didapatkan melalui laporan-laporan berupa 
dokumen-dokumen dari situs resmi oleh Pemerintah India dan Pakistan. 
Sementara data sekunder didapatkan melalui buku-buku, jurnal-jurnal ilmiah, 
surat kabar, situs, maupun laporan penelitian yang berhubungan dengan topik dan 
permasalahan yang diangkat. 
1.8.5 Teknik Analisa Data 
Analisis data merupakan proses keberlanjutan yang membutuhkan 
penelusuran data-data yang telah didapatkan secara mendalam. Peneliti 
menggunakan analisis data kualitatif yang merupakan identifikasi dan pencarian 
pola-pola umum hubungan dalam kelompok data, yang menjadi dasar dalam 
penarikan kesimpulan. 79  Di dalam penelitian ini, data-data yang telah 
dikumpulkan akan dikelompokan dan diinterpretasikan sehingga mendapatkan 
sumber-sumber relevan yang dapat menjelaskan isu yang dibahas penulis. 
                                                     
79 Catherine Marshall dan Gretchen B. Rossman, Designing Qualitative Research 3e (California: 
Sage Publications Inc, 1999), hal 150. 
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Teknik analisis data yang penulis gunakan berangkat dari teori dan 
konsep yang telah penulis paparkan sebelumnya, yakni konsep diplomasi publik 
yang dipaparkan oleh Nicholas J. Cull dalam menganalisis Bollywood dalam 
meredam konflik dengan Pakistan penulis akan menggunakan lima indikator yang 
telah penulis paparkan sebelumnya, yaitu:  
1. listening, yaitu pengumpulan data mengenai opini dari publik asing. 
Indikator ini akan memberikan umpan balik atas diplomasi publik 
yang dilakukan oleh sebuah negara. Hal ini dapa dilihat dari respon 
yang dikeluarkan dari penerima diplomasi publik. Kondisi ini juga 
akan dijadikan bahan evaluasi untuk mengeluarkan kebijakan 
diplomasi dalam skala yang lebih besar. Dalam hal ini penulis akan 
melihat sejauh mana ketertarikan masyarakat Pakistan terhadap film 
Bollywood. Hal ini dapat dijadikan sebagai acuan baik dalam 
pembuatan film Bollywood yang terkait dengan hubungan India 
dengan Pakistan. Kondisi ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan 
diplomasi India guna meredam konflik dengan pakistan 
2. advocacy, yaitu penyampaian ide-ide, kebijakan, dan segala 
kepentingan sebuah negara kepada publik asing. Indikator ini akan 
memperlihatkan upaya yang dilakukan sebuah negara dalam 
mensosialisasikan atau menyampaikan maksud dari sebuah kebijakan 
maupun kepentingan dari sebuah negara tersebut. Hal ini juga akan 
memberikan gambaran terhadap latar belakang diambilnya sebuah 
kebijakan. Dalam hal ini film Bollywood akan membantu pemerintah 
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India membingkai kebijakan yang terkait dengan Pakistan. Sehingga 
pada akhirnya tercapai kesepahaman antara India dan Pakistan.   
3. cultural diplomacy, yaitu penyebaran budaya dan pencapaian sebuah 
negara kepada publik asing. Indikator ini memberikan penjelasan 
terhadap nilai-nilai dan norma yang dimiliki oleh sebuah negara dapat 
membentuk prilaku dari negara tersebut. Nilai dan norma ini 
disampaikan kepada banyak pihak sehingga terbentuk pemahaman 
dan toleransi antar negara. Dalam hal ini film Bollywood akan 
merepresentasikan kebudayaan yang dimilki oleh India maupun 
Pakistan. Sehingga terbentuk kesepahaman terhadap prilaku yang 
dilakukan oleh masing-masing negara.   
4. exchange diplomacy, pelaksanaan pertukaran pelajar dengan publik 
asing. Indikator ini akan memperlihatkan upaya yang dapat dilakukan 
masing-masing negara dengan melakukan pertukaran informasi secara 
langsung melalui pihak-pihak terkait. Pertukaran ini diharapkan dapat 
membentuk pengetahuan terhadap negara masing-masing. Dalam hal 
ini memberikan ruang untuk film Bollywood untuk melakukan 
pertukaran baik aktor, kru dan pihak lain yang terlibat dalam produksi 
film.  
5. international broadcasting, yaitu penggunaan media elektronik, cetak, 
media sosial, dan media massa.  Indikator ini bertujuan untuk melihat 
upaya penyebar luasan informasi terkait dengan alat diplomasi publik 
yang digunakan. Hal ini betujuan untuk meningkatkan antusiasme 
masyrakat alat diplomasi publik tersebut. Dalam kasus ini akan dilihat 
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upaya yang dilakukan untuk mempromosikan film Bollywood baik 
melalui media cetak maupun media elektronik. 
1.9 Sistematika Penulisan 
Bab I : Pendahuluan 
Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, pertanyaan 
penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, studi pustaka, 
kerangka konseptual, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan. 
Bab I ini menggambarkan mengenai penelitian yang akan dilakukan. 
Bab II : Dinamika Hubungan India-Pakistan     
Bab ini berisi tentang gambaran umum terkait bagaimana dinamika 
hubungan yang terjadi antara India dengan Pakistan   
Bab III : Diplomasi Publik India Melalui Industri Bollywood 
Bab ini menjelaskan Diplomasi Publik India melalui Industri 
Bollywood 
Bab IV : Analisis Diplomasi Publik India ke Pakistan Melalui Industri 
Bollywood 
Bab ini berisi analisis terkait Diplomasi Publik India ke Pakistan 
melalui Bollywood menggunakan konsep yang sudah disampaikan 
diatas. 
Bab V : Penutup 
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